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Abstrak 

 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi 

di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penanggulangan stunting yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan 

melalui wawancara dengan pemangku kebijakan dan kelompok sasaran, serta analisis 
dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PMT 

telah terbukti efektif. Ditemukan kenaikan berat badan sebesar 0,95 kg dan 

peningkatan tinggi badan sebesar 2,64 cm pada penerima PMT sejak program ini 

diterapkan, yang menandakan peningkatan status gizi mereka. Selain itu, jumlah kasus 

stunting juga mengalami penurunan sebanyak 2.500 anak setelah implementasi 

program ini. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam hal kepatuhan kelompok 

sasaran di mana ada beberapa target yang tidak mengikuti secara penuh program PMT 

ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar sektor atau dinas terkait 

untuk mencegah tumpang tindih sasaran pemberian PMT, meningkatkan efisiensi 

program, dan memberikan dampak yang lebih signifikan, termasuk penyelarasan 

program dan pemetaan sasaran. 
 

KataKunci:Implementasi, Pemberian Makanan Tambahan, Stunting 
 

Abstract 

 

Probolinggo Regency is one of the areas with the highest stunting rate in East Java. 

This study aims to analyze the implementation of the Supplementary Feeding Program 

(PMT) to reduce stunting in the Probolinggo District Government. This study used a 

qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with 

policymakers and target groups, as well as the analysis of relevant documents. The 

results showed that the implementation of the Supplementary Feeding Program 

(PMT) has proven effective. There has been a weight gain of 0.95 kg and a height gain 

of 2.64 cm in PMT recipients since the program was implemented. This indicates the 

success of the program in improving the nutritional status of children in Probolinggo 
District. In addition, there was a decrease in the number of stunting cases by 2500 

children after the implementation of this program. However, there are a few obstacles, 

for example, in terms of the compliance of the target group, where there are some 

targets who still need to participate in this program fully. Improved coordination 

between related sectors or agencies is needed to prevent overlapping PMT targets, 

improve program efficiency, and provide a more significant impact, including 

program alignment and target mapping. 

 

Keywords: Implementation, Supplementary Feeding Program, Stunting. 
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PENDAHULUAN 

 

Stunting adalah kondisi yang ditandai oleh ketidakmampuan anak balita untuk 

mencapai pertumbuhan fisik dan perkembangan yang optimal (Ruel-Bergeron et al. 2019). 

Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terutama kekurangan gizi kronis yang 

berlangsung secara berkelanjutan. Stunting paling umum terjadi selama periode kritis yaitu 
1.000 hari pertama kehidupan anak, hingga berusia dua tahun (Mugode et al. 2018; Mediani 

et al. 2022; Marais et al. n.d.; Ali 2021; Khan, Hossain, and Awan 2022). Dalam periode 
krusial ini, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat rentan terhadap dampak 

kekurangan gizi dan hasilnya dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik, 

kecerdasan, serta produktivitas anak tersebut saat dewasa nanti (Kemenkes 2020). Stunting 
juga merupakan kondisi di mana kesehatan gizi anak tidak mencukupi dalam hal tinggi atau 

panjang tubuh dibandingkan dengan usianya (Ginting, Kitreerawutiwong, and 

Mekrungrongwong 2023; Afandi et al. 2023; Hartarto et al. 2023; Dhami et al. 2019; Minh 

Do, Lissner, and Ascher 2018; Scarpello 2020; Tomsa and Bax 2023; Utami and Cramer 
2020; Magnusdottir 2023; Herbert 2024; Pellizzoni 2021; Rana 2023; Waldman 2022; 

Bloomfield and Steward 2020; DuPuis and Greenberg 2019; Nirmalasari 2020). 

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Indonesia, 
mayoritas kasus stunting di Indonesia ditemukan pada anak rentang usia 24-35 bulan 

dengan persentase 26,2% (Kemenkes 2021). 

Penanggulangan stunting sangat erat kaitannya dengan strategi pemerintah untuk 
menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya guna 

(Muhartini 2017; Indriyati et al. 2020; Latifa 2018). Upaya untuk menciptakan SDM yang 

berkualitas diawali dengan pengelolaan tumbuh kembang anak, dimulai dengan gizi dan 

pendidikan yang tepat di lingkungan keluarga (Probohastuti and Rengga 2019). Pada 
tingkat masyarakat faktor-faktor seperti, sanitasi, keamanan keluarga, pengasuhan anak dan 

pola pelayanan kesehatan dasar penting dalam membangun ketahanan anak terhadap 

malnutrisi (Nur Azizah, Nastia 2022; Maliani et al. 2021). Pada tingkat makro, diperlukan 
kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa 

poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan 

ketahanan pangan dapat terwujud, serta pendidikan tidak langsung yang mengubah budaya 

dan pola asuh keluarga yang buruk serta pemenuhan gizi keluarga termasuk dengan anak- 
anak (Normasia, Mahsyar, and Sudarmi 2020). 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 2020-2024 merupakan rencana aksi nasional 
yang disusun oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Indonesia. 

Aksi ini bertujuan untuk terus memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) untuk menurunkan angka stunting sebesar 24% pada akhir tahun 2021, 
turun menjadi 14% pada tahun 2024. Tujuan dari Strategi Nasional Percepatan Pencegahan 

Stunting (Stranas Stunting) adalah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif pemerintah 

daerah dalam mengembangkan program-program inovatif dalam penanggulangan stunting. 

Pada tahun 2018, 100 kabupaten/kota telah dijadikan prioritas dalam program ini, yang 
kemudian diikuti dengan penambahan 160 kabupaten/kota pada tahun 2019. Pada tahun 

2024, program Stranas Stunting akan diperluas hingga mencakup seluruh kabupaten/kota 

di seluruh Indonesia (TNP2KRI 2017). 
Prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Menurut data hasil 

Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) yang dilakukan oleh Balitbangkes 

Kemenkes Republik Indonesia, pada tahun 2021 indikator TB/U menunjukkan bahwa 
prevalensi stunting di seluruh Indonesia mencapai 24,4%, dan menurun menjadi 21,6% 

pada tahun 2022. Meskipun angka stunting menurun setiap tahunnya, angka tersebut masih 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yaitu batas maksimal 

toleransi di angka 20%, dan dengan target nasional tahun 2024 yaitu 14% (Kemenkes 
2021). 
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Menurut laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Jawa 
Timur mempunyai tingkat prevalensi stunting cukup tinggi yakni sebesar 19,2%, yang 

hanya sedikit di bawah standar WHO yaitu 20% (Kemenkes 2021). Salah satu kabupaten 

yang memiliki tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi di Jawa Timur yaitu 
Kabupaten Probolinggo (14,87%), lebih tinggi 5,17% dibandingkan dengan Kota Madiun 

yang memiliki tingkat prevalensi stunting hanya sebesar 9,7%. Hal ini yang menjadikan 

Kabupaten Probolinggo termasuk kabupaten/kota prioritas penanggulangan stunting di 
Jawa Timur. 

Data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) 
menyebutkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 yaitu sebanyak 

11.695 balita (14,87%) menjadi 9.132 balita (12,97%) pada tahun 2023. Angka ini memang 

menurun namun masih tergolong tinggi. Berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting 

di Kabupaten Probolinggo dibandingkan beberapa lokasi lain di Jawa Timur, menjadi dasar 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanggulangan 

stunting di Kabupaten Probolinggo. Alasan utamanya adalah perlunya fokus penanganan 

pada tingkat lokal untuk memberikan dampak konkret. Kabupaten Probolinggo menjadi 
pilihan strategis untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab tingginya angka stunting, 

memahami konteks geografis dan sosial yang khas, serta merancang solusi yang spesifik 

dan relevan bagi masyarakat setempat. 
Dinas kesehatan kabupaten memegang tanggung jawab kunci di sektor kesehatan, 

yang merupakan faktor penting untuk mengakselerasi pencegahan stunting di tingkat 

kabupaten (Permatasari and Walinegoro 2023). Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 

telah melakukan koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan, termasuk Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT). PMT adalah program pemberian makanan tambahan yang 

berasal dari inisiatif pemerintah pusat, diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 2020- 
2024. Program ini kemudian dilanjutkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah 

sebagai langkah konkret dalam menanggulangi masalah gizi, terutama stunting di tingkat 

lokal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PMT dalam 
upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo. Analisis implementasi 

dilakukan dengan merujuk pada teori Grindle yang menilai implementasi kebijakan dari 

empat aspek utama yaitu, perumusan kebijakan, organisasi pelaksana, lingkungan 
kebijakan, dan kelompok sasaran. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. 
Responden dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang melibatkan staf dari 

Subbag Perencanaan dan Bidang Kesehatan Masyarakat. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi terkait kebijakan, organisasi pelaksana, lingkungan kebijakan, dan 

kelompok sasaran. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen seperti Rencana 
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Rencana Kerja Tahunan tahun 2023, 

data penerima PMT, Probolinggo dalam Angka, Populasi Penduduk BPS, Monitoring dan 

Evaluasi Intervensi PMT Gizi Kurang, Rencana Kontinjensi Kesehatan Masyarakat 2023, 
Pilot Project PMT, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kabupaten Probolingo. 

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Probolinggo dari Perspektif 

Implementasi Kebijakan 

 

Program penanggulangan stunting bukanlah sekedar inisiatif biasa, melainkan 

sebuah respon kritis dari pemerintah untuk menangani masalah serius yang telah dialami 
masyarakat. Stunting sebuah fenomena yang merujuk pada pertumbuhan fisik dan 

perkembangan anak yang terhambat akibat kurang gizi pada masa awal kehidupan mereka, 

telah menjadi tantangan global yang menuntut perhatian serius. Indonesia, sebagai salah 
satu negara yang turut terkena dampak, tidak dapat menyepelekan urgensi penanganan 

stunting. Penting adanya kesadaran bahwa penanggulangan stunting tidak dapat dianggap 

sebelah mata, karena dampaknya akan terus dirasakan oleh penderita di masa depan. Oleh 

karena itu, langkah-langkah konkret dan terkoordinasi dalam program penanggulangan 
stunting menjadi kunci untuk memberikan dampak positif yang nyata pada kesejahteraan 

anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. 

Dampak stunting sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Diantaranya 
adalah masalah kesehatan, seperti rentan terhadap infeksi, serta masalah perkembangan 

kognitif dan sosial. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan 

belajar yang terhambat dan sulit beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial mereka. Oleh 

karena itu, program penanggulangan stunting menjadi penting dalam menghindari 
konsekuensi jangka panjang ini. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, pada tahun 2022 

prevalensi stunting sebesar 14,87% (11.695 balita stunting), kemudian pada tahun 2023 

menjadi 12,97% (9.132 balita stunting). Meskipun ada penurunan, namun stunting di 
Kabupaten Probolinggo masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting 

masih perlu menjadi perhatian serius. Analisis data ini menggambarkan tantangan yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi stunting. Faktor-faktor 
penyebab stunting, seperti asupan gizi yang kurang tercukupi. Selain itu, upaya preventif 

dan intervensi perlu ditingkatkan untuk mengurangi tingkat stunting lebih lanjut dan 

meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Probolinggo. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa yang menjadi 

penyebab utama stunting adalah intake makanan dan infeksi. Pada dasarnya, permasalahan 

gizi dapat disederhanakan menjadi dua faktor utama yang mendasarinya yaitu asupan 

makanan yang mencukupi dan terhindar dari infeksi. Namun, hal tersebut tidaklah mudah 
untuk dilakukan. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat faktor-faktor tambahan 

yang turut berperan dalam mempengaruhi status gizi individu dan masyarakat secara 

keseluruhan. Salah satunya adalah pengetahuan yang masih rendah terkait dengan 
pentingnya konsumsi gizi yang baik. Selain itu, preferensi makanan instan juga menjadi 

kendala dalam mencapai status gizi yang optimal. Di lapangan dan di posyandu, telah 

diidentifikasi berbagai masalah terkait asupan makanan. Peningkatan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat terkait gizi yang baik menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan 

gizi ini. 

Di Kabupaten Probolinggo terjadi penurunan stunting sekitar 1,9% dari tahun 2022 

sampai 2023. Meskipun terjadi penurunan, upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk 
mengatasi permasalahan stunting di wilayah ini. Dengan demikian, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Probolinggo menilai bahwa penurunan persentase stunting sebesar 1,9% 

mewakili perkembangan positif dalam penanggulangan masalah gizi balita, meskipun 
dalam angka absolutnya jumlah anak yang terkena stunting masih tinggi. Penyebabnya 

adalah sifat jangka panjang dari masalah stunting, yang memerlukan upaya berkelanjutan 

dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mencapai perubahan yang signifikan. Upaya 

yang dilakukan untuk menangani dan mencegah masalah stunting ini yaitu sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 
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Penanggulangan Stunting 2020-2024. Perpres ini merupakan rencana aksi nasional yang 

disusun oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi stunting di 

Indonesia. Rencana aksi ini meliputi pemberian makanan tambahan pada anak. 

 

Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Melalui 

Program PMT dari Perspektif Kebijakan 

 

PMT tidak hanya sekedar tindakan, tetapi juga sebuah strategi proaktif dalam 
mengatasi stunting, sebuah masalah gizi kronis yang memberikan dampak serius terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam menghadapi tantangan stunting, 

program PMT dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 2020-2024 dengan 

tujuan utama yaitu memberikan tambahan nutrisi kepada balita yang berisiko mengalami 

atau bahkan sudah mengalami stunting. Sebagai suatu inisiatif yang holistik, PMT tidak 

hanya mengejar pemulihan kondisi gizi, tetapi juga berupaya mencegah lebih lanjut 
penurunan status kesehatan anak-anak di masa depan. Dengan fokus pada upaya 

pencegahan dan perbaikan, program PMT menjadi pangkal usaha yang berdaya guna dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi penerus. 

Program PMT dilaksanakan selama periode 90 hari. Program PMT yang dilakukan 
di Kabupaten Probolinggo diberikan dengan beragam menu dalam 1 minggu. Selama 6 hari 

anak diberikan kudapan seperti lemper ayam, kroket tempe bayam, dan variasi lainnya, 

selanjutnya pada hari ketujuh diberikan makanan utama. Menu utama yang disediakan 

antara lain nasi sop yang disajikan dengan pentol, sosis, dan ayam goreng. 
Perubahan yang positif terlihat dari data penurunan kasus stunting di Kabupaten 

Probolinggo, di mana jumlah anak penderita stunting turun dari 12.089 anak pada tahun 

2022 menjadi 11.695 anak pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan program 
penanggulangan stunting melalui kebijakan pemberian PMT. Langkah-langkah kebijakan 

yang diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo telah memberikan 

dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. 

Dengan menjaga dan terus meningkatkan keberhasilan kebijakan yang telah terbukti 
efektif, Kabupaten Probolinggo dapat melanjutkan progres positifnya dalam menangani 

masalah stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah tersebut. 

Data mengenai penerima program PMT di Kabupaten Probolinggo telah 
dikelompokkan berdasarkan kecamatan, dengan total 24 kecamatan di kabupaten tersebut. 

 

 

Gambar 1. Jumlah Penerima PMT di Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo, 2023 

 

Data partisipasi program PMT di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 yang 
mencapai total 1.895 penerima, menjadi relevan ketika dikaitkan dengan jumlah penderita 
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stunting yang mencapai 11.695 anak pada tahun yang sama. Analisis menunjukkan bahwa 

ketidakmerataan partisipasi program PMT di beberapa kecamatan dapat menjadi faktor 

yang berkontribusi terhadap jumlah penderita stunting yang tinggi di Kabupaten 
Probolinggo. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh 

terhadap implementasi PMT, termasuk peninjauan kembali kebijakan distribusi dan 

peningkatan sumber daya organisasi pelaksana. Upaya kolaboratif antara pihak terkait, 
penyelenggara program, dan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan cakupan 

program dan mengurangi jumlah penderita stunting di Kabupaten Probolinggo. 
 

Gambar 2. Jumlah Balita Penerima PMT Menurut Usia di Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2023 

Sumber: Rakontek Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo, 2023 

 

Analisis data menunjukkan bahwa sebanyak 68% dari total balita berada dalam 

rentang usia 25-60 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok usia ini memiliki 

kontribusi paling signifikan terhadap jumlah balita secara keseluruhan. Fokus pada rentang 

usia ini dapat menjadi penting dalam perumusan kebijakan dan program intervensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak dalam masyarakat. 

 

Gambar 3. Peningkatan Rata-Rata Berat Badan Penerima PMT di Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2023 

Sumber: Rakontek Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo 2023 

 

Pasca pelaksanaan program PMT, tercatat peningkatan rata-rata berat badan sebesar 

0,95 kilogram. Untuk mendalami dampak program ini, dilakukan analisis lanjutan dengan 

menggunakan uji statistik guna mengevaluasi perbedaan berat badan balita sasaran PMT 
sebelum dan setelah implementasi program. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan dalam rata-rata berat badan sebelum dan setelah program PMT 

berlangsung. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata berat badan awal 
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sebelum dan setelah pelaksanaan program PMT memiliki signifikansi yang tinggi (p=0,00). 

Temuan ini memberikan indikasi kuat bahwa program PMT berpotensi memberikan 

dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan berat badan balita, memberikan 

landasan kuat untuk terus menerapkan dan mengembangkan program tersebut. Hal ini 
menegaskan pentingnya penilaian mendalam menggunakan metode statistik untuk 

mengukur efektivitas dan efisiensi program-program kesehatan seperti PMT. 
 
 

Gambar 4. Peningkatan Rata-Rata Tinggi Badan Penerima PMT di Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2023 

Sumber: Rakontek Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo 2023 

 

Temuan dari hasil wawancara dan analisis data terkait dengan balita dan dampak 

program PMT. Pertama, analisis data pada kelompok usia 25-60 bulan menunjukkan 

bahwa sekitar 68% dari total balita berada dalam rentang usia ini, menekankan kontribusi 

yang signifikan dari kelompok usia tersebut terhadap jumlah keseluruhan balita. 
Implikasinya adalah perlunya fokus khusus dalam perumusan kebijakan dan program 

intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak dalam 

masyarakat. Kedua, hasil pelaksanaan program PMT menunjukkan peningkatan rata-rata 
tinggi badan balita sebesar 2,64 cm. Analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan tinggi 

badan tersebut memiliki signifikansi statistik yang tinggi, menandakan bahwa perubahan 

tersebut bukanlah kebetulan belaka. Hasil analisis lanjutan untuk mengukur perbedaan 

tinggi badan pada balita sasaran PMT menggunakan uji statistik menunjukkan bahwa 
perbedaan rata-rata tinggi badan awal sebelum dan setelah pelaksanaan program PMT 

memiliki tingkat signifikansi yang tinggi (p=0,00). Temuan ini memberikan bukti kuat 

terkait efektivitas program PMT dalam meningkatkan kondisi kesehatan balita, khususnya 
pada aspek pertumbuhan tinggi badan. Kesimpulannya adalah bahwa analisis data dan 

evaluasi dampak program memberikan landasan yang kuat untuk mendukung kebijakan 

dan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan balita dalam 

masyarakat. 
Upaya penanggulangan stunting juga perlu lebih difokuskan pada ibu hamil sebagai 

strategi utama. Memberikan perhatian yang lebih masif, termasuk pemberian makanan 

tambahan seperti vitamin kepada ibu hamil, menjadi langkah krusial dalam memastikan 
kondisi kesehatan dan gizi yang optimal untuk pertumbuhan janin. Dengan 

memprioritaskan ibu hamil, program penanggulangan stunting dapat mengurangi risiko 

kelahiran bayi dengan berat badan rendah dan menanggapi kebutuhan gizi yang kritis 
selama periode kehamilan. Pendekatan ini memastikan bahwa fondasi kesehatan anak-anak 

dimulai sejak awal kehidupan mereka, dengan memberikan dukungan khusus kepada ibu 

hamil sebagai agen kunci dalam pencegahan stunting (Wawancara dengan Safiudin, A.Md, 

Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo). 
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Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui 

Program PMT dari Perspektif Organisasi Pelaksana 

 
Organisasi pelaksana, melalui pemberian kewenangan dan alokasi sumber daya yang 

memadai, mampu memberikan dukungan optimal dalam proses implementasi kebijakan 

dan penyelenggaraan layanan publik. Keberadaan kewenangan dan sumber daya yang 
memadai ini bukan hanya sekadar elemen administratif, melainkan elemen kritis yang 

memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek. Dengan demikian, implementasi 

kebijakan dapat berlangsung dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, didorong 
oleh kemampuan organisasi pelaksana untuk mengambil tindakan konkret secara tepat 

waktu. 

Kewenangan dan sumber daya yang memadai bukan hanya menjadi sarana 
administratif semata, melainkan fondasi yang memastikan peran vital organisasi pelaksana 

dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 
(Rachmawati, Nurjaman, and Sihidi 2022). Merujuk pada hal tersebut, ada beberapa aspek 

penting yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu sumber daya organisasi pelaksana. 

Bagaimana organisasi pelaksana, yaitu dinas kesehatan memastikan bahwa mereka 

memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung implementasi kebijakan 
dengan efektif. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten probolinggo menyatakan bahwa 

terdapat permasalahan terkait ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya di bidang gizi, 

menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting masih dihadapkan pada kendala 
pelaksanaan di lapangan. Kekurangan personil dalam implementasi program gizi dapat 

menghambat efektivitas intervensi dan menyulitkan pencapaian tujuan kesehatan. Selain 

itu, kekosongan di beberapa bagian pelaksanaan, terutama di puskesmas, memperparah 
tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata. Pentingnya mendapatkan 

perhatian lebih lanjut terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang harus diisi, khususnya di 

puskesmas, menandakan perlunya tindakan strategis dan dukungan lebih lanjut dari pihak 

terkait, seperti Bappeda atau BKD. Dengan mengatasi permasalahan ini, diharapkan 
program penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak positif 

yang lebih besar pada kesehatan anak dan ibu di Kabupaten Probolinggo. Diperlukan 

langkah-langkah konkret, seperti pengembangan kebijakan untuk mendukung perekrutan 
dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, guna memastikan pelaksanaan program 

berjalan secara optimal. 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah lokasi khusus penanggulangan 

stunting. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Probolinggo mencapai 10 M. Jumlah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam 

upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo melalui program PMT. 

Anggaran yang signifikan tersebut menunjukkan prioritas yang diberikan oleh pemerintah 
dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan anak-anak, serta menegaskan komitmen untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam program tersebut. Diharapkan dengan dukungan 

anggaran yang memadai, program PMT dapat terus ditingkatkan efektivitasnya dan 
memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. 

Keputusan untuk mengalokasikan dana sebesar ini memberikan perhatian khusus pada 

masalah gizi dan pertumbuhan anak-anak di wilayah tersebut. Meskipun anggaran 

dianggap tinggi, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaannya. 
Diperlukan pemantauan yang cermat terhadap bagaimana dana tersebut digunakan, apakah 

sesuai dengan tujuan program dan apakah telah memberikan dampak positif yang 

diharapkan. Selain itu, perbandingan dengan kebutuhan riil di lapangan dan potensi 
peningkatan kolaborasi antar lembaga juga merupakan langkah penting untuk memastikan 

keberlanjutan program dan maksimalnya dampak positif yang dihasilkan. 

Kedua, yaitu tantangan organisasi pelaksana. Dalam proses pelaksanaan kebijakan 
tentu terdapat tantangan utama dari organisasi pelaksana terkait upaya dinas kesehatan 

untuk mendukung implementasi kebijakan dengan efektif. Salah satu permasalahan yang 
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timbul dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting adalah ketidakselarasan 

persepsi, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih yang merugikan efektivitas kegiatan 

tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha yang lebih serius dan terstruktur untuk 

menyelaraskan persepsi di antara para pelaksana program dan stakeholder terkait guna 
mencegah terjadinya tumpang tindih yang tidak diinginkan. Sebagai contoh konkret, 

diperlukan pertimbangan yang matang terkait variasi menu dalam PMT, dengan 

mempertimbangkan jenis bantuan yang disediakan oleh masing-masing dinas yang terlibat. 
Sebagai ilustrasi, apakah bantuan yang diberikan oleh dinas kesehatan dan dinas perikanan 

memiliki cakupan PMT yang serupa, sebagaimana dicontohkan oleh program PMT berupa 

ikan. Dengan merinci dan mempertimbangkan dengan seksama setiap elemen program, 
diharapkan dapat menciptakan kejelasan dan harmonisasi dalam pelaksanaan program 

penanggulangan stunting, mengoptimalkan pencapaian tujuan, dan mencegah terjadinya 

tumpang tindih yang dapat menghambat efektivitas upaya tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada upaya koordinasi antar sektor untuk 

mencegah terjadinya tumpang tindih terkait program PMT. Pentingnya koordinasi antar 
dinas menjadi krusial dalam mencegah terjadinya kesamaan sasaran dalam suatu program 

atau kebijakan. Koordinasi tersebut menjadi fondasi untuk efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah, seperti optimalisasi sumber daya, 
pencegahan tumpang tindih penyesuaian strategi, peningkatan kualitas pelayanan, 

efektivitas dalam pencapaian tujuan dan dukungan kesinambungan program. 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program PMT, Dinas Kesehatan 
Kabupaten Probolinggo perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam penyelarasan 

peran dan tanggung jawab antar dinas terlibat. Koordinasi yang baik dan pembagian kerja 

yang jelas akan memastikan bahwa setiap dinas dapat memberikan kontribusi secara 

maksimal sesuai dengan spesifikasi tugasnya. Hanya dengan implementasi yang tepat dari 
pembagian kerja ini, program PMT dapat mencapai tingkat keseluruhan yang diinginkan, 

memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang menjadi sasaran. 

 

Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui 

Program PMT dari Perspektif Lingkungan Kebijakan 
Karakteristik lingkungan kebijakan muncul sebagai faktor mengidentifikasi 

karakteristik lingkungan kebijakan yang spesifik menjadi esensial dalam strategi 

perencanaan dan implementasi kebijakan yang berhasil. Dalam hal ini, analisis risiko dan 

peluang di lingkungan kebijakan dapat membantu pihak pelaksana mengantisipasi kendala 

potensial dan merancang langkah-langkah mitigasi yang diperlukan (Rachmawati, 
Nurjaman, and Sihidi 2022). Selain itu, membangun jejaring dan kerjasama yang kuat 

dengan pemangku kepentingan di sekitarnya adalah langkah proaktif untuk menciptakan 

lingkungan kebijakan yang kondusif. Ketika mencapai kesuksesan dalam implementasi 
kebijakan menjadi tujuan utama, memahami sifat lingkungan kebijakan dan berupaya 

menciptakan kondisi yang mendukung adalah langkah-langkah strategis yang tak dapat 

dihindari. Kesinambungan dalam evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan 
juga menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan dalam jangka 

panjang (Rachmawati, Nurjaman, and Sihidi 2022). 

Dalam konteks lingkungan kebijakan terdapat dua hal yang harus diperhatikan. 

Pertama, lingkungan kebijakan positif, yaitu bagaimana organisasi pelaksana menciptakan 
lingkungan kebijakan yang positif. Secara keseluruhan pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo, kebijakan PMT tidak hanya dianggap sebagai respons efektif terhadap 

masalah gizi, terutama selama masa sulit seperti pandemi, tetapi juga sebagai solusi konkret 
yang memberikan dampak positif yang terukur dan mendorong perubahan positif dalam 

lingkungan kebijakan serta di tingkat masyarakat. Hal ini menggambarkan betapa 

pentingnya kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di 
tengah tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Di sisi lain terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan program PMT menjadi gagal dikarenakan faktor lingkungan kebijakan yang 
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negatif. Mengeksplorasi masalah kegagalan program PMT, perlu mempertimbangkan 

berbagai faktor yang memainkan peran kunci dalam hal ini. Salah satu faktor utama adalah 

faktor lingkungan kebijakan yang negatif. 
Kedua, penyebab lingkungan negatif. Faktor-faktor lingkungan ini mencakup 

faktor eksternal dan internal. Permasalahan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 

meliputi faktor lingkungan negatif ini juga disebabkan oleh keterbatasan dalam 
pemantauan dan dukungan dari pihak berwenang (dinas kesehatan). Terbatasnya tenaga 

kesehatan di desa dengan hanya satu bidan yang melayani banyak sasaran serta jumlah 

kader yang terbatas juga menciptakan kendala dalam mendukung efektivitas program ini. 
Pemantauan program PMT juga diakui kurang optimal. Namun, perlu digarisbawahi bahwa 

ketika anak-anak didampingi, dikumpulkan, dan diajak makan bersama-sama, program ini 

akan berjalan lebih baik. Meskipun ada beberapa kasus di mana beberapa anak tidak mau 

berpartisipasi, yang mengakibatkan kegagalan program ini. 
Dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan negatif yang meliputi kurangnya 

pemahaman orangtua, keterbatasan dalam pemantauan, dan kurangnya dukungan dari 

pihak berwenang (dinas kesehatan), merupakan faktor-faktor kunci yang dapat 
menyebabkan kegagalan program PMT. Namun, melalui pendekatan yang melibatkan 

orangtua dan anak-anak secara aktif dalam program ini, ada potensi untuk meningkatkan 

efektivitasnya meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. 

 

Penaggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui 

Program PMT dari Perspektif Kepatuhan Kelompok Sasaran 

 

Kelompok sasaran menjadi elemen vital dalam perancangan dan implementasi 

kebijakan, berperan sebagai penerima utama yang menentukan efek keseluruhan kebijakan 

terhadap masyarakat. Pengakuan akan pentingnya kelompok sasaran menjadi landasan 

yang tidak dapat diabaikan, sebab keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait erat 
dengan pemahaman dan manajemen yang bijak terhadap dinamika kelompok tersebut. 

Pentingnya pengukuran keberhasilan yang akurat merupakan elemen penutup yang tak 

kalah penting. Melalui langkah-langkah ini, evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan 
cermat, dan hasilnya dapat diukur secara obyektif. Keseluruhan proses ini membentuk 

suatu kesatuan integral, di mana identifikasi, formulasi strategi, dan pengukuran 

keberhasilan saling terkait secara dinamis. Dengan demikian, pemahaman mendalam 
bukan hanya mengenai pentingnya kelompok sasaran, melainkan juga kemampuan untuk 

bijak mengelola setiap langkah-langkah tersebut, menjadi kunci utama dalam mencapai 

hasil yang diinginkan dalam implementasi kebijakan. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program perlindungan masyarakat tidak 
mampu melibatkan aspek psikologis dan persepsi kelompok sasaran terhadap bantuan yang 

disediakan oleh pemerintah. Salah satu hambatan utama adalah terkait kurangnya rasa puas 

dan kepercayaan yang diberikan oleh kelompok sasaran terhadap program tersebut. 
Sebagian anggota kelompok sasaran mungkin merasakan bahwa bantuan yang diberikan 

oleh pemerintah tidak mencerminkan empati yang memadai, sehingga hal ini menyebabkan 

kurangnya perhatian terhadap bantuan yang diterima (Wawancara dengan Shintya 

Megawati, SKM, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo). 

Untuk mengatasi kendala tersebut, penting untuk pelaksanaan PMT dengan 

pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada partisipasi aktif kelompok sasaran. 
Meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat 

membantu membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan spesifik kelompok sasaran. 

Selain itu, menyelenggarakan program penyuluhan dan sosialisasi yang menyentuh aspek 
empati dan keperdulian dapat membantu mengubah persepsi negatif menjadi dukungan 

positif terhadap bantuan yang disediakan. Di sisi lain, program PMT bukan hanya sebatas 

pada penyediaan makanan semata, melainkan telah melibatkan proses perencanaan 
makanan yang sangat komprehensif, melebihi sekadar mempertimbangkan kuantitasnya. 
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Proses ini mencakup perhitungan yang matang terkait dengan nilai gizi makanan, termasuk 
kalori, protein, dan unsur nutrisi lainnya. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari 

segi ketersediaan makanan, tetapi juga dari kualitas nutrisi yang diberikan kepada 

kelompok sasaran. 

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas program, pihak yang 
bertanggung jawab aktif bekerja sama dengan organisasi lain untuk merancang menu yang 

lebih seimbang dan bermanfaat secara nutrisi. Melibatkan berbagai pihak dan pakar dalam 

perencanaan menu menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberikan bantuan yang 

lebih holistik. Pendekatan ini memastikan bahwa makanan yang disediakan tidak hanya 
memenuhi kebutuhan dasar kelompok sasaran tetapi juga memberikan kontribusi positif 

dalam meningkatkan status gizi mereka. 

Dalam mengatasi ketidakpatuhan kelompok sasaran, organisasi pelaksana 

dihadapkan pada tugas yang kompleks dan memerlukan strategi yang matang. Bagaimana 
organisasi mengembangkan pendekatan yang responsif dan efektif untuk meningkatkan 

kepatuhan kelompok sasaran menjadi pertanyaan sentral dalam dinamika implementasi 

kebijakan. 
 

Faktor Ketidakpatuhan Kelompok Sasaran 

 

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari ketidakpatuhan dan 

kemampuan untuk merancang intervensi yang relevan akan menjadi kunci dalam mencapai 
keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 

menyatakan bahwa pemantauan pertumbuhan anak-anak dalam konteks ini menemui 

sejumlah kendala signifikan yang perlu dipahami secara mendalam. Salah satu hambatan 
utama terletak pada kesulitan pertumbuhan anak-anak yang dipicu oleh kondisi kesulitan 

yang dialami oleh orang tua mereka. Kendala ekonomi yang dihadapi oleh orang tua turut 

mempengaruhi pertumbuhan anak-anak, menciptakan tantangan ganda yang memerlukan 

perhatian khusus. Selain itu, keterbatasan kader juga menjadi kendala, mengingat luasnya 
wilayah Kabupaten Probolinggo. 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas 

Kesehatan Kabupaten Probolinggo, terungkap bahwa kepatuhan orang tua sasaran juga 
menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan program. Faktanya, tidak semua makanan 

yang didistribusikan kepada anak-anak benar-benar dikonsumsi oleh mereka. Sebaliknya, 

makanan tersebut justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Fenomena ini 
menandakan adanya tingkat ketidakpatuhan di beberapa kelompok sasaran, yang 

menciptakan catatan yang kompleks dalam pemantauan program. Hal ini menekankan 

pentingnya untuk tidak hanya fokus pada aspek distribusi makanan, tetapi juga 

memperhatikan tingkat pemahaman dan partisipasi orang tua dalam memastikan efektivitas 
dan keberlangsungan program secara menyeluruh. Oleh karena itu, permasalahan 

ketidakpatuhan ini menjadi sangat relevan dan menuntut respons yang cermat dari 

organisasi pelaksana. 

 

Solusi Mengatasi Ketidakpatuhan Kelompok Sasaran 

 

Terkait ketidakpatuhan kelompok sasaran dalam konteks program PMT, 

pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan menjadi 

sangat krusial. Kelompok sasaran program PMT dapat terhambat oleh berbagai faktor, 
termasuk kendala ekonomi, kurangnya pemahaman tentang manfaat program, atau bahkan 

pertimbangan budaya yang memengaruhi penerimaan terhadap bantuan nutrisi. 

Bagaimana organisasi menghadapi tantangan ketidakpatuhan dalam rangka 
memastikan efektivitas program menjadi aspek kritis yang perlu diselidiki lebih lanjut. 

Pentingnya koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh tim pelaksana PMT untuk 
memastikan efektivitas program. Dengan berkoordinasi secara aktif dengan berbagai pihak 
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di lapangan, termasuk petugas gizi, bidan, dan kader, tim tersebut berupaya menyampaikan 

manfaat PMT kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang terjalin melibatkan berbagai 

stakeholder membantu memperkuat pemahaman keluarga tentang pentingnya PMT untuk 
pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. 

Lebih lanjut, memberikan contoh konkret atau studi kasus dapat menambah kekuatan 

dalam menyampaikan bagaimana koordinasi dan komunikasi efektif dapat menciptakan 

dampak positif pada implementasi program PMT. Selanjutnya apa yang menjadi faktor 
utama ketidakpatuhan kelompok sasaran ini. Kondisi yang menciptakan suatu siklus yang 

merugikan, di mana anak-anak kehilangan selera untuk makanan pokok yang seharusnya 

menjadi sumber utama nutrisi mereka. Seiring waktu, kebiasaan ini dapat menyebabkan 
dampak negatif yang signifikan terhadap asupan gizi dan kesehatan anak- anak. Hal ini 

menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan informasi dan pemahaman 

kepada orang tua mengenai pentingnya memilih makanan yang bergizi bagi anak-anak. 

Strategi komunikasi yang tepat dan pendekatan edukatif dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi tantangan ini dan memastikan kesuksesan implementasi program PMT. 

Kebiasaan memberikan snack di awal hari mempengaruhi kesiapan anak-anak untuk 
mengonsumsi makanan utama pada waktu berikutnya, karena mereka sudah merasa 

kenyang setelah makan snack. Akibatnya, dampak negatif terhadap asupan gizi dan 
kesehatan anak-anak menjadi semakin signifikan seiring berjalannya waktu. Dengan 

mengidentifikasi tantangan ini, penekanan pada perlunya upaya lebih lanjut dalam 

memberikan informasi dan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya memilih 

makanan yang bergizi bagi anak-anak muncul sebagai solusi yang mendesak. Pendekatan 
komunikasi yang tepat dan pendidikan yang cermat perlu diterapkan untuk memastikan 

kesuksesan implementasi program PMT. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

SIMPULAN 

Program PMT di Kabupaten Probolinggo mencerminkan komitmen pemerintah 

daerah dalam menjawab tantangan stunting. Terjadinya kenaikan berat badan dan 

peningkatan tinggi badan pada penerima PMT menandakan keberhasilan program tersebut 
dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Kabupaten Probolinggo. Namun, terdapat 

beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya masih kurangnya perhatian terhadap 

intervensi penanggulangan stunting sebelum kelahiran balita. Padahal hal ini merupakan 

langkah yang esensial dalam upaya meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak. 
Upaya pencegahan yang lebih masif sebelum balita lahir memainkan peran krusial 

dalam menangani masalah stunting. Melalui penekanan pada aspek-aspek kesehatan ibu, 

nutrisi selama kehamilan, serta perawatan pranatal yang lebih intensif, kita dapat secara 

signifikan mengurangi risiko stunting pada masa anak-anak. Pemahaman mendalam 
terhadap determinan stunting yang berkaitan dengan masa pra-kelahiran, seperti kesehatan 

ibu dan nutrisi selama kehamilan, memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk 

memberikan intervensi yang tepat dan tepat waktu. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih 
proaktif dan masif dalam menerapkan intervensi sebelum kelahiran menjadi suatu 

keharusan untuk mencapai dampak yang maksimal dalam menanggulangi stunting dan 

memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak-anak sejak awal 
kehidupan. 
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REKOMENDASI 

 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting melalui 
program PMT di Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat 

diimplementasikan. Peningkatan koordinasi antar sektor atau dinas terkait merupakan 

langkah penting dalam memastikan keselarasan program, efisiensi penggunaan sumber 
daya, dan pemetaan sasaran yang tepat. Kolaborasi yang kuat antara sektor pendidikan juga 

diperlukan untuk mengadakan program edukasi gizi di lingkungan sekolah dan pusat 

pendidikan anak usia dini. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak perlu 

diintensifkan melalui sosialisasi dan kampanye inovatif seperti pertunjukan teater, 

kompetisi memasak sehat, dan webinar edukasi gizi. 

Dengan mengadopsi pendekatan inovatif dan berkelanjutan ini, diharapkan dapat 
menciptakan momentum baru dalam penanggulangan stunting dan meningkatkan 

kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, upaya untuk meningkatkan 

ketersediaan dan pengelolaan sumber daya organisasi pelaksana serta pemantauan yang 

lebih akurat terhadap data juga perlu diperhatikan sebagai dasar strategis dalam 
meningkatkan efektivitas program PMT dan keberhasilan implementasi kebijakan 

penanggulangan stunting secara menyeluruh. 
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